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PROSES POLITIK PERUMUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Aktor-aktor dalam  Perumusan Peraturan Perundang-undangan

Aktor atau pemeran penting yang terlibat dalam proses politik antara lain partai politik dan parlemen (legislatif). Keduanya merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas Negara untuk kepentingan masyarakat.

Peran partai politik itu diletakkan dalam ajang pemilu, yang di dalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya. Pejabat politik yang sudah dipilih oleh masyarakat harus bisa mengelola sumber daya ekonomi politik (kekuasaan dan kekayaan) yang bersandar pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsivitas untuk mayarakat. 

Dengan kata lain, jabatan-jabatan politik yang diperoleh dari mandat masyarakat itu bukan untuk kepentingan birokrasi, parlemen dan partai politik sendiri, melainkan harus dikembalikan secara akuntabel dan responsif untuk masyarakat. Prinsip ini sangat penting untuk diwacanakan dan diperjuangkan karena secara empirik membuktikan bahwa pemerintah, parlemen dan partai politik menjadi sebuah lingkaran oligarki yang jauh dari masyarakat.

b. Makna Perundang-undangan sebagai Proses Politik

Perundang-undangan sebagai proses politik dapat diartikan bahwa perumusan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh elit politik dan actor-aktor yang terlibat dalam proses politik yang didalamnya terdapat proses politik untuk pembentukan perundang-undangan yang baik dan tidak merugikan orang banyak serta disepakati oleh semua pihak dengan perumusan perundang-undangan yang cukup matang dan berjalan sesuai dengan undang-undang. 
Dalam penyusunan perencanaan  perundang-undangan tersirat pada pasal 15 ayat (1) UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan “Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional”. Maksudnya  adalah agar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana, terpadu dan sistematis.

Pembentukan peraturan perunang-undangan adalah proses pembuatan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Berdasarkan pasal 1 UU No.10 tahun 2004 di atas, bahwa proses sebuah peraturan menjadi legal dan mempunyai daya ikat atau kekuatan hokum tetap harus melewati beberapa tahap, antara lain :

1) Tehnik Persiapan

Tahap ini menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan sebuah peraturan perundang-undangan, dimana setiap jenisnya mempunyai spesifikasi kewenangan legislasi (pembuatan peraturan) yang berbeda-beda, maka perlu dijelaskan satu persatu sesuatu dengan hrarki jebis/bentuk peraturan perundang-undangan tersebut.
2) Teknik penyusunan

Dalam tahap ini dapat dilihat lebih rinci di lampiran UU No.10 Tahun 2004. Akan tetapi dalam lampiran tersebut hanya menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara umum, khususnya mengenai Peraturan Daerah terdapat aturan tersendiri.

3) Tahap Pengundangan

Tahap ini sangat penting bagi sebuah peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya pengundangan ini sebuah peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat atau kekuatan hokum tetap dan dapat dilaksanakan.
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